PENGUMUMAN / PERATLIRAM PEMERINTAH

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN JANDA/DUDA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus |lbukota Jakarta
Nomor 65 Tahun 2017, tanggal 15 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan pedoman pemberian pen har-
gaan kepada pensiunan Pegawai Negeri. Sipil
dan janda duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khu-
sus Ibukota Jakarta telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 ten-
tang Pemberian Penghargaan Kepada Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana di-
maksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetap-
kan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan
Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 ten-
tang Pemberian Penghargaan Kepada Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Duda Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Némor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; ' d

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomar 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-
lik Indenesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beber-
apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil se-
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 20 Tahun 2013;

9, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pokok-pakok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/
DUDA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1
Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 9}, di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
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a.

tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung se-
jak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017
Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta -
pada tanggal 24 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72030

(BN)

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
MENGENAI PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF,
2014 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE DELIMITATION

OF THE EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY, 2014
(Undang-Undang Republik indonesia Nomor 4 Tahun 2017,
tanggal 24 Mei 2017}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia se-
bagai negara kepulauan yang berciri nusantara
mempunyai hak berdaulat untuk menetapkan
garis batas Zona Ekonomi Ekskiusif yang diiadi-
kan landasan melgkukan pengaturan, pengaman-
an, dan pengeliolaan wilayah perairan Indonesia
yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kes-
gjahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia se-
bagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,

1982 (United Nations Convention on the Law of
the Sea, 198) yang disahkan melalui Undang-Un-
dang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pengesahan
United Nations Conuention on the Law of the Sea
{(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut} dan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Wilayah Negara, Indonesia
berkewa_jiban untuk menetapkan batas maritim-
nya melalui perundingan;

bahwa untuk menetapkan garis bétas Zona Eko-
nomi Eksklusif antara negara Republik Indonesia
dan negara Republik Filipina serta untuk mem-
perkuat dan meningkatkan hubungan persaha-
batan antara kedua negara, pada tanggal 23 Mei
2014 di Manila, Filipina, telah ditandatangani

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indone-

.
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